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OTORISASI 

 

Dosen Pengembang 
RPS 

  

Didik Sukriono Didik Sukriono  

Standar Capaian 
Pembelajaran 
Lulusan (SCPL) 

Menganalisis konsep politik dan pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam 
dinamika perpolitikan dan pelaksanaan  pemerintahan sehingga membentuk pendidik yang kritis, logis, analitis, dan mampu 
merencanakan alternatif penyelesaian secara mandiri dan bertanggung jawab secara moral. 
 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Memahami bentuk-bentuk, susunan, tugas-tugas dan wewenang pemerintah di daerah dan desa. 
2. Menganalisis pelaksanaan pembangunan daerah dan desa. 
3. Berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan desa. 
 

Sub Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (Sub-CPMK) 

1. 1. Mendiskripsikan landasan yuridis pemerintahan daerah dan desa  
1. 2. Mengidentifikasi pemerintahan daerah dan desa dalam peraturan perundang undangan 
1. 3. Menganalisis Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah 
2. 1. Mengidentifikasi hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
2. 2. Menganalisis pembentukan daerah, desa dan kawasan khusus 
3. 1. Mengidentifikasi Penhyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa 
3. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis pemilihan kepala daerah dan kepala desa 
3. 3. Mengidentifikasi dan menganalisis perauran derah dan peraturan desa 
 

Pustaka Utama :  

Bagir Manan, Fajar Baru Otonomi Daerah. 
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Daerah. 
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Republik Indonesia, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan pemerintah 
daerah. 
Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pememerintahan Daerah 
Republik Indonesia, UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan  Atas UU NO 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah  Pengganti UU   No.  1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU UU 
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan Daerah. 

 
Republik Indonesia, PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. 
Republik Indonesia, PP No. 17 tahun 2005 tentang Perubahan  atas PP no. 6 tahun 2005 ttg Pemilihan, pengesahan 

pengangkatan dan pemberhentian Kepaladaerah dan wakil kepala daerah. 
Republik Indonesia, PP No. 105 / th 2000, tentang Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
Republik Indonesia, PP No. 109/2000 tentang kedudukan keuangan kepala derah dan wakil kepala daerah. 
Republik Indonesia, PP 110/ tahun 2000 dan PP No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan keuangan dan Protokoler DPRD. 
Republik Indonesia, PP No. 25 tahun 2004  & PP no. 35 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
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Media Pembelajaran Software : Hardware : 

Film Dokumenter, Video, Gambar, Web, dan LMS. Laptop, LCD, Smart Phone, Camera. 

Team Teaching - 

Matakuliah Syarat - 

 

 

 

 

Perte-

muan 

Kode 

CPMK 

Sub 

CPMK 

Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber Belajar Penilaian 

Offline Online 

Sinkron Asinkron 

1 1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

� Mengidentifikasi landasan 

yuridis pemerintahan daerah 

dan pemerintahan desa 

� Mengidentifikasi konsep 

otonomi daerah dan otonomi 

desa 

� Menganalisis prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pemerintahan desa 

� Perkenalan, Kontrak 

Perkuliahan, RPS, SAP 

� Mengidentifikasi 

landasan yuridis 

pemerintahan daerah 

dan pemerintahan 

desa 

� Menganalisis konsep 

otonomi daerah dan 

otonomi desa 

� Kerja kelompok 

menganalisis prinsip-

prinsip 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

dan pemerintahan 

desa 

  � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

Pemerintahan Desa 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� Lembar 

observasi kerja 

kelompok 

� Essay test 

2 1 1.2.1 

1.2.2 

� Mengidentifikasi Peraturan 

Perundang Undangan Pemda 

dan Desa 

� Menganalisis pelaksanaan 

otonomi daerah dan desa 

sebelum kemerdekaan dan 

sesudah kemerdekaan 

� Kerja kelompok 

menelaah Peraturan 

Perundang Undangan 

Pemda dan Desa 

� Diskusi kelompok 

menganalisis 

pelaksanaan otonomi 

daerah dan desa 

  � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

Pemerintahan Desa 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

�  Lembar 

observasi 

diskusi 

kelompok 

� Essay test 
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sebelum kemerdekaan 

dan sesudah 

kemerdekaan 

3 1 1.2.3 

1.2.4 

 

� Menganalisis pelaksanaan 

otonomi daerah dan desa era 

orde lama dan orde baru  

� Menganalisis pelaksanaan 

otonomi daerah pada orde 

reformasi 

 � Mengunduh 

materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Diskusi 

kelompok 

menganalisis 

otonomi daerah 

dan desa orde 

lama, orde baru 

dan orde 

reformasi 

� Mengunggah 

hasil diskusi 

kelompok di 

Classroom  

Geogle atau 

Edmudo 

 � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

Pemerintahan Desa 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� Internet 

� Hasil diskusi 

kelompok  

� Essay test 

 

 

4 1 1.3.1 

1.3.2 

� Mendeskripsikan konsep 

kewenangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah (desa) 

dalam NKRI 

� Mengidentifikasi pembagian 

urusan pemerintahan pusat dan 

pemerintahan daerah (desa) 

 � Diskusi 

kelompok 

mengidentifikas

i pembagian 

urusan 

pemerintahan 

pusat dan 

pemerintahan 

daerah (desa)  

di Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

� Mengunduh 

materi PPT di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

Pemerintahan Desa 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� Internet 

� Lembar 

observasi 

diskusi  

      kelompok 

� Essay Tess 

 

 

5 1 1.3.3 

1.3.4 

 

� Menganalisis pelaksanaan 

kewenangan pemerintah pusat 

� Menganalisis pelaksanaan 

� Menganalisis 

kewenangan 

pemerintah pusat, 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom  

 � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

� Lembar 

observasi 
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kewenangan pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, dan 

desa 

 

provinsi, 

kabupaten/kota, dan 

desa 

� Diskusi kelompok 

pelaksanaan 

kewenangan 

pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota, dan 

desa 

 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi 

kelompok di 

Classroom  

Geogle atau 

Edmudo 

 

Pemerintahan Desa 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

diskusi 

      Kelompok 

� Essay Test 

6 2 2.1.1 

2.1.2 

� Mendeskripsikan konsep 

hubungan antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah 

daerah (provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa) 

� Mengidentifikasi pelaksanaan 

hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah (provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa) 

� Diskusi kelompok 

menganalisis  

pelaksanaan 

hubungan keuangan 

antara pemerintah 

pusat dengan 

pemerintah daerah 

(provinsi, 

kabupaten/kota, dan 

desa) 

 

� Mengunduh 

materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi 

kelompok di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

�  

 � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

Pemerintahan Desa 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

� Lembar 

observasi   

      Kelompok 

� Essay Test 

7 2 2.1.3 

2.1.4 

� Menganalisis pelaksanaan 

pelayanan umum antara 

pemerintah pusat dengan 

� Diskusi kelompok 

menganalisis 

pelaksanaan 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

 � Bagir Manan, Fajar 

Otonomi Daerah 

� Didik Sukriono, 

� Hasil diskusi 

kelompok 

� Essay Test 
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pemerintah daerah (provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa) 

� Menganilisis pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah 

daerah (provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa) 

 

 

pelayanan umum 

antara pemerintah 

pusat dengan 

pemerintah daerah 

(provinsi, 

kabupaten/kota, dan 

desa) 

� Diskusi kelompok 

menganalisis 

pemanfaatan 

sumber daya alam 

dan sumber daya 

lainnya antara 

pemerintah pusat 

dengan pemerintah 

daerah (provinsi, 

kabupaten/kota, dan 

desa) 

 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

Pemerintahan Desa 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

8  Ujian Tengah Semester    � Easy test 

9 2 2.2.1 

2.2.2 

� Menelaah dasar pemikiran 

pembentukan pemerintah 

daerah dan pemerintah desa 

� Menelaah syarat-syarat dan 

mekanisme pembentukan 

pemerintah daerah dan 

pemerintah desa 

� Dialog menelaah 

dasar pemikiran 

pembentukan 

pemerintah daerah 

dan pemerintah desa 

� Tugas kelommpok 

Menelaah syarat-

syarat dan 

mekanisme 

pembentukan 

pemerintah daerah 

dan pemerintah desa 

� Elaborasi 

dasar 

pemikiran 

pembentukan 

pemerintah 

daerah dan 

pemerintah 

desa 

� Diskusi 

kelompok 

menelaah 

syarat-syarat 

dan 

mekanisme 

pembentukan 

pemerintah 

daerah dan 

pemerintah 

desa melalui 

� Mengunduh 

materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mencari artikel 

di internet  

� Membuat 

summary  

� Mengunggah 

summary di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

� J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

� Pengamatan 

� Summary 

� Tes 
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Classroom 

geogle atau 

Edmudo 

 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT  

� Internet 

10 2 2.2.3

2.2.4 

 

� Menganalisis penghapusan dan 

penggabungan pemerintah 

daerah dan pemerintah desa 

� Menganalisis pembentukan 

kawasan khusus 

 

� Menganalisis 

penghapusan dan 

penggabungan 

pemerintah daerah 

dan pemerintah desa 

� Diskusi kelompok 

untuk menganalisis 

pembentukan 

kawasan khusus 

 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil kerja 

kelompok di 

Classroom 

geogle atau 

Edmudo 

 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT  

� Internet 

� Pengamatan 

� Hasil diskusi 

      Kelompok 

� Tes 

11 3 3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

� Menelaah azas-azas 

penyelenggaraan pemerintahan  

� Mengidentifikasi hak dan 

kewajiban pemerintah daerah 

� Menganalisis pelaksanaan hak 

dan kewajiban pemerintah 

daerah 

 � Mengunduh 

materi berupa 

ppt di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi 

kelompok di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

� Pengamatan 

� Hasil diskusi 

      Kelompok 
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 Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

 

12 3 3.1.4 

3.1.5 

 

� Menelaah kedudukan, tugas, 

fungsi dan kewenangan 

pemerintah daerah (provinsi, 

kabupaten/kota dan desa) 

� Menganalisis kedudukan, tugas, 

fungsi dan kewenangan DPRD 

TK I, DPRD TK II dan BPD 

� Menelaah 

kedudukan, tugas, 

fungsi dan 

kewenangan 

pemerintah daerah 

(provinsi, 

kabupaten/kota dan 

desa) 

� Diskusi kelommpok 

menganalisis 

kedudukan, tugas, 

fungsi dan 

kewenangan DPRD 

TK I, DPRD TK II dan 

BPD 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

� Pengamatan 

Hasil diskusi 

      Kelompok 

� Tes 

13 3 3.2.1 

3.2.2 

� Mengidentifikasi konsep 

pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) dan pemilihan kepala 

 � Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Pengamatan 

� Tes 
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desa (Pilkades) 

� Menganalisis mekanisme 

pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) dan pemilihan kepala 

desa (Pilkades) 

 

Geogle atau 

Edmudo 

� Diskusi 

kelompok 

Pilkada dan 

Pilkades melalui 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi 

melalui 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

14 3 3.2.3 

3.2.4 

 

� Menganalisis pelaksanaan 

pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) dan pemilihan kepala 

desa (Pilkades) 

� Menganalisis penyelesaian 

sengketa pemilihan kepala 

daerah (Pilkada) dan pemilihan 

kepala desa (Pilkades) 

� Menganalisis 

pelaksanaan 

pemilihan kepala 

daerah (Pilkada) dan 

pemilihan kepala 

desa (Pilkades) 

� Diskusi kelommpok 

Menganalisis 

penyelesaian 

sengketa pemilihan 

kepala daerah 

(Pilkada) dan 

pemilihan kepala 

desa (Pilkades) 

 

 

 

 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Mengunggah 

hasil diskusi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

� Pengamatan 

Hasil diskusi 

      Kelompok 

� Tes 
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dan Desa 

� PPT 

� Internet 

15 3 3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

� Mengidentifikasi jenis-jenis 

peraturan di daerah dan di desa 

� Menganalisis mekanisme 

pembentukan peraturan di 

daerah dan di desa 

� Menganalisis pelaksanaan 

pembentuakn produk hukum di 

daerah dan di desa 

� Mengidentifikasi 

jenis-jenis peraturan 

di daerah dan di desa 

� Diskusi kelommpok 

menganalisis 

pelaksanaan 

pembentuakn produk 

hukum di daerah dan 

di desa 

 

� Mengunduh 

Materi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

� Dialog melalui 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo  

� Mengunggah 

hasil diskusi di 

Classroom 

Geogle atau 

Edmudo 

 

 � J. Kaloh, Mencari 

bentuk otonomi 

Daerah 

� Saukhani, Otonomi 

Daerah Dalam 

Negara Kesatuan 

� Sarundajang, 

Pemerintahan 

daerah di berbagai 

Negara 

� Soejito, Irawan. 

Pengawasan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan 

Keputusan Kepala 

Daerah. 

� Peraturan 

Perundang 

Undangan Pemda 

dan Desa 

� PPT 

� Internet 

� Hasil diskusi 

kelompok  

� Tes 

16  Ujian Akhir Semester  Easy Test 
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